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Peringkat ke-9 OPD Pemerintah Provinsi Banten




Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Di era
digital saat ini, masyarakat semakin menuntut akses informasi yang cepat, akurat, dan
mudah dijangkau terkait kebijakan, program, serta kinerja pemerintah. Informasi publik
tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai hak
masyarakat sekaligus sarana untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan

warga.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP), setiap badan publik dituntut untuk mampu mengelola dan
menyampaikan informasi secara sistematis, transparan, dan bertanggung jawab.
Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi
masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah Provinsi Banten secara konsisten mendorong seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Melalui Komisi
Informasi Provinsi Banten, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap
pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap OPD. Penilaian ini menjadi tolok ukur
sejauh mana badan publik mampu memenuhi standar pelayanan informasi kepada

masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi
Banten kembali menorehkan capaian membanggakan. DLHK Provinsi Banten berhasil
meraih Predikat Badan Publik Informatif dan menempati peringkat ke-9 dari
seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Capaian ini menjadi bukti
nyata komitmen DLHK dalam mengelola informasi publik secara profesional,

transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.



Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga mencerminkan
keseriusan DLHK Provinsi Banten dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai
bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan. Di tengah kompleksitas isu lingkungan dan kehutanan yang membutuhkan
dukungan publik, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun

kesadaran, partisipasi, serta kolaborasi multipihak.

Komitmen DLHK Provinsi Banten terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai OPD yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan, DLHK Provinsi Banten menyadari pentingnya penyediaan informasi yang
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Isu lingkungan hidup seperti
pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan dan lahan,
perubahan iklim, hingga konservasi keanekaragaman hayati membutuhkan keterlibatan

aktif masyarakat.

Oleh karena itu, DLHK Provinsi Banten secara berkelanjutan memperkuat sistem
pengelolaan informasi publik, baik melalui penataan kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan daftar informasi publik (DIP), maupun

pengembangan kanal informasi berbasis digital.

Informasi yang disajikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup program
kerja, capaian kinerja, laporan kegiatan, kebijakan strategis, hingga edukasi lingkungan
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Melalui website resmi, media sosial,
serta berbagai publikasi, DLHK berupaya memastikan bahwa informasi publik dapat

diakses secara inklusif dan berkelanjutan.



Proses Penilaian dan Makna Predikat Informatif

Predikat Badan Publik Informatif diberikan kepada badan publik yang dinilai telah
memenuhi standar keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Penilaian dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek komitmen pimpinan,
kelembagaan PPID, digitalisasi informasi, kualitas layanan informasi, serta inovasi

dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Keberhasilan DLHK Provinsi Banten meraih predikat ini menunjukkan bahwa tata kelola
informasi publik telah berjalan dengan baik dan terintegrasi. Peringkat ke-9 dari seluruh
OPD Pemerintah Provinsi Banten juga mencerminkan daya saing dan keseriusan DLHK
dalam meningkatkan kualitas layanan informasi di tengah dinamika dan tantangan

birokrasi.

Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa DLHK Provinsi Banten tidak hanya fokus
pada pelaksanaan program teknis di lapangan, tetapi juga menempatkan transparansi
dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari budaya kerja organisasi.

Peran Pimpinan dan Kolaborasi Internal

Keberhasilan meraih Predikat Badan Publik Informatif tidak terlepas dari dukungan dan
komitmen pimpinan DLHK Provinsi Banten. Kepemimpinan yang visioner dan responsif
terhadap tuntutan keterbukaan informasi menjadi faktor kunci dalam mendorong

perubahan dan perbaikan sistem layanan informasi publik.

Selain itu, kolaborasi internal antarbidang dan unit kerja juga berperan penting. Setiap
bidang di lingkungan DLHK berkontribusi dalam menyediakan data dan informasi yang
akurat, mutakhir, dan relevan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sinergi ini
memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya lengkap,

tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pengelola informasi dan PPID,
menjadi salah satu fokus utama. Melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi
berkala, DLHK Provinsi Banten terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik

agar semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.



Digitalisasi Informasi dan Inovasi Pelayanan

Dalam era transformasi digital, DLHK Provinsi Banten memanfaatkan teknologi
informasi sebagai sarana utama dalam penyebarluasan informasi publik. Website resmi
DLHK menjadi pusat informasi yang menyajikan berbagai konten mulai dari profil
lembaga, program kegiatan, berita, hingga dokumen publik yang dapat diunduh oleh

masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi penting dalam menjangkau
audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Konten edukatif, infografis, dan
dokumentasi kegiatan disajikan secara komunikatif dan mudah dipahami, sehingga

pesan-pesan lingkungan dapat tersampaikan secara efektif.

Inovasi pelayanan informasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga
mendorong interaksi dua arah antara DLHK Provinsi Banten dan masyarakat. Aspirasi,
masukan, serta pertanyaan dari publik menjadi bahan evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan informasi.

Dampak Keterbukaan Informasi terhadap Partisipasi Publik

Keterbukaan informasi yang dikelola dengan baik memberikan dampak positif terhadap
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program dan kebijakan lingkungan hidup
dan kehutanan. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang memadai akan lebih

memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan.

Melalui informasi yang terbuka, DLHK Provinsi Banten dapat membangun kepercayaan
publik serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari
komunitas, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi
ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin

kompleks.



Penutup

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten meraih
Predikat Badan Publik Informatif serta menempati peringkat ke-9 Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten merupakan capaian strategis yang
mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Prestasi
ini menjadi bukti bahwa DLHK Provinsi Banten secara konsisten menempatkan
transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses panjang
pembenahan sistem, penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. DLHK Provinsi
Banten terus berupaya memastikan bahwa setiap informasi publik yang dihasilkan
dapat dikelola secara sistematis, disampaikan secara tepat waktu, dan mudah diakses

oleh masyarakat luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Predikat Informatif yang diraih juga memiliki makna penting dalam konteks
pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Keterbukaan informasi menjadi
fondasi dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat,
serta memperkuat kolaborasi multipihak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Dengan informasi yang terbuka dan akurat, masyarakat dapat memahami kebijakan,
program, serta peran strategis DLHK Provinsi Banten dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, DLHK Provinsi Banten berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan
predikat yang telah diraih, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan informasi
publik secara berkelanjutan. Inovasi digital, penyempurnaan konten informasi, serta
penguatan komunikasi publik akan terus dikembangkan agar informasi yang

disampaikan semakin relevan, edukatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DLHK Provinsi Banten
untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja pelayanan publik.
Selain itu, capaian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi OPD
lainnya dalam membangun budaya keterbukaan informasi sebagai bagian dari

reformasi birokrasi.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang berkelanjutan, DLHK Provinsi Banten
optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan
yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keterbukaan
informasi publik bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral
dalam menghadirkan pemerintahan yang dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh

seluruh lapisan masyarakat.



